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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Prosedur
Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat. Untuk menjawab
masalah penelitian maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
Alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu karena hanya ingin
mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana apa
adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Semua proses
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang tertera pada petunjuk
pelaksanaannya, hal lain perlu menjadi perhatian adalah proses sosialisasi yang kurang
oleh pihak pemerintah daerah, ada beberapa masalah yang kemudian bisa timbul dari
sosialisai yang kurang ini. Dalam proses penatausahaan semua proses penyampaian
proposal lewat Dinas Perikanan dan Kelautan. Pertanggungjawaban dari penerima
manfaat cukup transparan dan akuntabel, dengan demikian maka proses pengawasan
sangatlah terbuka. Prosedur yang idial dari proses pertanggung jawaban inipun berjalan
dengan baik, artinya dari sisi aturan sedikit kemungkinan terjadi penyelewangan.
walaupun tercermin transparan tetapi, dalam hal penyampaian laporan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan tidaklah patuhan itu tercermin dengan
keterlampatan laporan melebihi batas waktu yang ditentukan yakni bulan januari tahun
anggaran yang baru.
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PENDAHULUAN
Semenjak terjadinya kegagalan
mekanisme pasar (market valuer) atau
lebih dikenal The Great Depression
(Malaise) di awal tahun 30-an,
menimbulkan kesadaran bahwa
mekanisme pasar tidak dengan
otomatis dapat menaikan tingkat
pertumbuhan ekonomi dan
menciptakan perekonomian yang
tangguh serta memungkinkan
terjadinya full employment. disadari
bahwa Campur tangan pemerintah
dalam perekonomian sangat
diperlukang untuk mempemgaruhi
perekonomian, adanya barang-barang
public.
Dalam teori pendapatan nasional
dikenal persamaan indetintas menurut
Keynes adalah Y = C + I + G + X –
M, komposisi ini memberikan
gambaran tentang tentang kadar
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campur tangan pemerintah dalam
pendapatan nasional, G yang adalah
government expenditure atau
pengeluran pemerintah adalah
merupakan komponen pembentuk
pendapatan nasional dari sisi
pengeluran (agregat demand)
bersama-sama dengan Consumpsion
(C atau pengeluaran konsumsi rumah
tangga), Investmen (I atau pengeluaran
investasi sector swasta, dan neraca
perdagangan internasional atau expor
netto (expor–impor). Dalam
prakteknya kebijakan pengeluaran
pemerintah lebih dikenal dengan
kebijakan fiskal atau kebijakan yang
berkaitan dengan anggaran belanja
pemerintah.
Teori ekonomi Makro menjelaskan
bahwa dalam anggaran pemerintah
terdapat 2 komponen penting yang
selalu merupakan kebocoran dan
injeksi dalam perekonomian yakni
pajak dan subsidi, pajak adalah
revenue pagi pemerintah yang salah
satu fungsinya adalah redistribusi
pendapatan, imbangannya adalah cost
bagi pemerintah atau pengeluaran
pemerintah yang dalam bentuk nyata
diproksikan sebagi subsidi pemerintah,
bentuk subsidi pemerintah
direalisasikan untuk masyarakat yang
kurang mampu seperti bantuan social,
hibah, beasiswa, atau apapun
bentuknya yang bertujuan mengurangi
kesenjangan, memerangi kemiskinan
dan memeratakan distribusi
pendapatan antar penduduk.
Dalam kaitannya dengan kondisi
Indonesia sebagai negara maritime
dengan panjang pesisir nomor 2 di
dunia, serta kondisi kesenjangan dan
kemisikinan yang sangat tinggi maka
diperlukan berbagai macam
pendekatan oleh pemerintah pusat dan
daerah dalam mengatasi kemsikinan
masyarakat pesisir. Salah satu praktek
nyata perintah Indonesia yang
didaerahkan adalah kebijakan
pengeluaran pemerintah dalam bentuk
dana bantuan social yang bertujuan
melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial. Bantuan
sosial terdiri dari pihak yang
melaksanakan fungsi otorisasi
adalah Walikota, Wakil Walikota,
Sekretaris Daerah, Asisten Daerah
dan Kepala SKPD dan SKPKD selaku
pejabat pengelola keuangan daerah
yang melaksanakan fungsi ordonasi.
Salah satu SKPD yang yang
ditunjuk sebagai pelaksana bantuan
sosial terhadap masyarakat miskin di
pesisir pantai Papua Barat adalah
Dinas Perikanan dan Kelautan, dalam
prakteknya tentu tidak akan terlepas
dari berbagai macam penyimpangan
dan masalah berkaitan dengan
manajemen pengelolaannya, seperti
verivikasi yang tidak sesuai dengan
prosedur, sosialisasi yang tidak
optimal, monitoring yang tidak sesuai
karena berbagai kendala geografis
dan angkutan, serta pertanggung
jawab oleh pihak penerima manfaat
yang tidak sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
Dari uraian tersebut, maka
dirumuskan permasalahan penelitian
ini, yaitu : “ Bagaimana Prosedur
Manajemen Pengelolaan Bantuan
Sosial Pada Dinas Perikanan Dan
Kelautan Provinsi Papua Barat”.
Penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui dan menganalisis
bagaimana Prosedur Manajemen
Pengelolaan Bantuan Sosial Pada
Dinas Perikanan Dan Kelautan
Provinsi Papua Barat.
METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Dalam penelitian kualitatif
menurut Sugiono (2013:49) tidak
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menggunakan istilah populasi, tatapi
oleh Spradley dinamakan ”social
situation” atau situasi sosial yang
terdiri atas tiga elemem yaitu : tempat
(place), pelaku (actors), dan aktivitas
(activity) yang berinteraksi secara
sinergis, karena penelitian kualitatif
berangkat dari kasus tertentu yang ada
pada situasi sosial tertentu dan hasil
kajiannya tidak akan diberlakukan ke
populasi, tetapi di trasferkan ketempat
lain pada situasi sosial yang memiliki
kesamaan dengan situasi sosial pada
kasus yang dipelajari. Sampel dalam
penelitian kualitatif bukan dinamakan
responden, tetapi sebagai narasumber,
atau partisipan, informan, teman dan
guru dalam penelitian. Sampel dalam
penelitian kualitatif, juga bukan
disebut sampel statistik, tetapi sampel
teorotis. Bila mengacu pada pengertian
diatas, maka populasi dan sampel yang
diambil dalam penelitian ini adalah
masayarakat penerima Bantuan Sosial,
Tim TAPD, dan Dinas Perikanan dan
Kelautan Papua Barat.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data yang diambil oleh
penulis yakni data yang diambil secara
langsung dari objek melalui :
1. Wawancara, Menurut Phatton
(2009) wawancara mendalam (in
depth interview) meliputi :
memberikan pertanyaan terbuka,
mendengarkan dan merekamnya,
dan kemudian melanjutkan dengan
pertayaan lainnya berdasarkan apa
yang dikatakan pihak yang
diwawancarai sehingga didapatkan
informasi yang lebih mendalam
dan rinci. wawancara akan
membantu peneliti untuk dapat
menggali informasi sebanyak
banyaknya dari responden karena
dilakukan secara personal dan
langsung ditujukan kepada pihak
yang paling berkepentingan
dengan subjek penelitian ini, yakni
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah, Bendahara
PPKD, Kepala Dinas Perikanan
dan Kelautan Papua Barat, dan
Masyarakat Penerima Manfaat.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu
dengan cara mengumpulkan data-
data dari berbagai sumber dan
mempelajari literatur-literatur yang
berhubungan dengan topik
pembahasan untuk memperoleh
dasar teoritis yang akan digunakan
dalam pembahasan.
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data yang
digunakan untuk menganalisa data-
data yang didapat dari penelitian ini
adalah analisis deskriptif kualitatif.
Sebagaimana Moeleong (2005:35),
menyatakan bahwa ” analisa data
kualitatif adalah proses
pengorganisasian dan pengurutan
data kedalam pola dan kategori serta
satuan uraian dasar, sehingga dapat
dikemukakan tema seperti yang
disarankan oleh data”.
Alasan menggunakan analisis data
deskriptif kualitatif, yaitu karena
hanya ingin mendeskripsikan atau
mengambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana apa adanya,
tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk
umum. Langkah analisanya
merangkum data, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Melakukan penyajian data,
dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan hubungan antar
kategori, serta melakukan
penarikan kesimpulan dan melakukan
verifikasi.
Untuk itu data yang terkumpul,
baik data primer maupun data
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sekunder yang diperoleh dari hasil
wawancara, selanjutnya diorganisir
dan disusun. Setelah tersusun akan
dilakukan penafsiran dan
pembahasan terhadap data yang
ditemukan tersebut. Jadi dalam
analisis deskriptif kualitatif ini,
peneliti tidak mengunakan peralatan
mathematis atau tehnik statistik
sebagai alat bantu analisis, tetapi
mengunakan penjelasan secara
deskriptif tentang apa yang
ditanyakan pada responden.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pengusulan dan Permohonan
Bantuan
Bantuan sosial merupakan
pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Secara Implisit dalam 8 angka 1 dan
pasal 27 angka 1 Peraturan Gubernur
Papua Barat Tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi
Papua Barat, disebutkan bahwa awal
pelaksanaan program ini adalah
penyampaian Proposal atau usulan-
usulan tertulis dari para pemohon
kepada Kepala Daerah dalam ini
Gubernur, proposal ini perlu di periksa
atau dievalusi. Untuk kepentingan
inilah maka Gubernur menunjuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait untuk melakukan
evaluasi atas usulan dimaksud melalui
sebuah Keputusan Gubernur. SKPD
yang melakukan evaluasi adalah
SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi pengkoordinasian,
pembinaan dan pengawasan terhadap
calon penerima hibah. SKPD yang
melakukan evaluasi dapat
berkoordinasi dengan SKPD lain
apabila usulan yang diajukan oleh
calon penerima hibah secara substansi
terkait dengan SKPD tersebut.
Bapak Bendahara Bantuan BPKAD
Papua Barat dikatakan bahwa:
“penerima bantuan sosial
harus memenuhi prasyarat. 1).
Memiliki indentitas yang jelas;
dan 2). Berdomisili dalam
wilayah administratif
pemerintahan berkenan.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi
Papua Barat:bagi masyarakat
yang ingin memperoleh
bantuan sosial berupa bantuan
perahu untuk nelayan miskin,
syaratnya sederhana saja,
selain permohonan, indentitas
yang jelas dan berdomisili di
Papua Barat itu penting dan
syarat utama”
Bapak La Mochdar penerima bantuan
sosial berupa barang (Perahu
bagi nelayan miskin)
mengatakan : waktu kami kasi
permohonan bantuan itu,
syarat administrasinya
hanyalah KTP dan surat
keterangan domisili dari
kepala distrik”
Membandingkan proses
pengusulan Proposal Bantuan Sosial
seperti yang diinginkan oleh peraturan
perundang-undangan dengan yang
terjadi ternyata tidak sepenuhnya
sesuai dengan yang diinginkan oleh
peraturan gubernur karena ada
sebagian yang tidak melalui prosedur
yang sebenarnya, usulan proposal
yang seharusnya melewati dinas atau
SKPD terkait ternyata tidak demikian,
ini terlihat pada proposal bantuan
untuk gedung ibadah, memang benar
bahwa supaya urusan tidak berbelit-
belit serta kemungkinan
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didapatkannya bantuan lebih besar
maka jalan ini ditempuh, tetapi dari
sisi manajemen pengelolaan yang baik
serta pembagian tugas yang
semestinya itu telah dilanggar,
kemungkinan penumpukan proposal
sebagai akibat banyaknya pekerjaan
pasti akan terjadi, fungsi yang yang
diperan oleh setiap organisasi
pengelola pastinya juga akan berjalan
tidak sebagaimana mestinya.
Tahapan Pengaanggaran Bantuan
Sosial
Dalam pasal 9 angka 1 dan 2, pasal
31 angka 1 Peraturan Gubernur Papua
Barat Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan
bahwa yang menjadi dasar dari
pencantuman alokasi angaran hibah
dan bantuan social adalah
rekomendasi kepala SKPD dan
perytimbangan TAPD. Untuk
mengetahui kesesuaian prosedur
dengan implemetasinya, maka berikut
wawancara dengan informan:
Ketua TAP mengatakan bahwa: “
....awal dari penganggaran
Bantuan Sosial adalah
permohonan atau usulan
dalam bentuk proposal yang
ditujukan kepada Bapak
Gubernur Papua Barat, oleh
pemohon Bantuan Sosial
adalah adalah Individu,
kelompok, dan masyarakat”.
Kepala Dinas Perikanan Bapak Papua
Barat mengatakan: ”Tahapan
penganggaran bantuan perahu
pada nelayan miskin berawal
dari penyampaian proposal
oleh pemohonkepada gubernur
melalui kami, kami selanjutnya
melakukan evalusi dan dan
direkomndasikan kepada
Bapak Gubernur.
disambung lagi oleh Kepala Dinas
Perikanan, :sebagai catatan
tidak banyak masyarakat yang
tahu tentang dana hibah dan
bantuan social ini, oleh karena
itu maka kami pihak Dinas
Perikanan terpaksa
menganggarkannya langsung
dalam RKA kami melalui pihak
ke 3 dalam hal ini para
kontraktor PT / CV yang
mendapatkan pekerjaan
pengadaan bantuan tersebut.,
yang pada waktunya bila
disetujui akan kami salurkan
kepada masyarakat yang
membutuhkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bendahara Bantuan BPKAD
Papua Barat dikatakan
“Bantuan Sosial berupa uang
dicantumkan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran PPKD
selanjutnya disingkat dengan
RKA-PPKD. Bantuan Sosial
berupa barang dan/atau jasa
dicantumkan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD). RKA-PPKD dan
RKA-SKPD menjadi dasar
penganggaran hibah dalam
Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD sesuai
peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan hasil wawancara yang
telah disampaikan sebelumnya
didapati bahwa semua proses berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan
apa yang tertera pada petunjuk
pelaksanaannya, hal lain perlu menjadi
perhatian adalah proses sosialisasi
yang kurang oleh pihak pemerintah
daerah, ada beberapa masalah yang
kemudian bisa timbul dari sosialisai
yang kurang ini, misalnya SKPD
terkait yang tidak pernah sama sekali
penyalurkan dana hibah dan bantuan
social bisa saja mensiasatinya dengan
langsung memasukan permintaan
bantuan hibah dan bantuan social
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dalam Rencana anggarannya, untuk
selanjutnya disalurkan kepada
masyarakat dengan kriteria yang
mereka tentukan, hal ini berpotensi
penyelewewang sangat besar, selain
itu bantuan yang nantinya disalurkan
belum tentu menjadi milik mereka
yang membutuhkannya, karena bukan
mereka yang mengusulkan proposal.
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Tahapan selanjutnya setelah
tahapan penganggaran Hibah dan
Bantuan Sosial adalah tahapan
pelaksanaan dan penatausahaan,
berdasarkan hasil wawancara, didapati
informasi sebagai berikut:
Bendahara Bantuan BPKAD
Papua Barat mengatakan:
”Pelaksanaan anggaran
Bantuan Sosial berupa uang
didasari pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran PPKD
(DPA-PPKD), nah sementara
yang berupa barang dasaranya
DPA-SKPD. supaya semuanya
tertanggung jawab dan legal
maka Setiap pemberian hibah
dituangkan dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) yang ditandatangani
bersama oleh Pejabat yang
ditunjuk oleh Gubernur yaitu
bapak SEKDA dan penerima
hibah”.
Bapak Sekretaris BPKAD Papua
Barat mengatakan”
…..Gubernur Papua Barat
sudah menetapkan Daftar
Penerima Bantuan, jadi tidak
ada pencairan dana ataupun
barang diluar daftar yang
sudah ditetapkan, nah bagi
yang menerima bantuan
sebelum bantuannya diberikan
harus menandatangani Naskah
Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD)”.
Bantuan sosial dapat berupa
barang, menurut Bapak Sekretaris
BPKAD Papua Barat dikatakan:
“…..Pencairan diproses oleh
Dinas Perkanan dan Kelautan
sebagai Instansi pelaksana
terkait melalui langkah-
langkah sebagai berikut
:Bendahara Pengeluaran
PPKD membuat SPP setelah
melengkapi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2); dan PPK-
PPKD menerbitkan SPM
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Abia Ullu sebagai
Kuasa Bendahara Umum Daerah
(BUD) mengatakan bahwa:
”kami menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D), Berdasarkan Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM) dan
kelengkapannya, dan setelah
diotorisasi diteruskan ke Bank
BNI yang adalah tempat
penyimpanan uang Pemerintah
Papua Barat melakukan
transfer dana kepada penerima
hibah sesuai dengan yang
tercantum dalam SP2D.
Berdasarkan hasil penelitian serta
wawancara yang dilakukan seperti
yang tertera diatas prosedur kerja
dilakukan dengan baik, hal ini akan
sangat berpengaruh ketepatran
penggunaan bantuan, dan
pertanggungjawabannya.
Pelaporan Dan Pertanggung
Jawaban
Pertanggungjawaban adalah
tahapan terakhir dari implementasi
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kebijakan dana Bantuan Sosial,
dengan demikian maka dana yang di
pergunakan harus bisa dipertanggung
jawabkan dari sisi hukum maupun
administrasi, oleh karena itu maka
wajib bagi penerima bantuan hibah
untuk memberikan laporan
pertanggungjwaban penggunaan dana
dan barang kepada Gubernur sebagi
pihak yang memberikan hibah,
berdasarkan hasil wawancara dengan
Bendahara Bantuan BPKAD bapak
Elson Imbiri dikatakan bahwa….
.”Penerima Bantuan Sosial
pada dinas Perikanan dan
Kelautan baik dalam bentuk
hibah maupun bantuan social
bertanggung jawab
menyampaikan laporannya
paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun berjalan, begitu
juga dengan pertanggung
jawaban banuan sosial,
menyampaikan laporan
pertanggung jawaban kepada
gubernur melalui PPKD
dengan tembusan kepada
kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi papua Barat
”.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Papua Barat,
mengatakan” berbicara
mengenai laporan
pertanggungjawaban maka
bagi Penerima bantuan perahu
bagi nelayan miskin,
laporannya di sampaikan
kepada Gubernur melalui
pihak kami (Dinas
Perikanan)”
selanjunya ditambahkan pula
bahwa “ …dari laporan
pertanggungjawaban tersebut
seharusnya disampaikan pada
bulan Januari tahun berjalan,
tetapi kenyataannya sering
penyampaian laporan
pertanggungjawaban melawati
batas waktu yang ditentukan,
kadang bisa sampai bulan
Maret, hal ini yang terkadang
merepotkan kami…”
Untuk mengetahui kebenaran
pernyataan dari pihak pemberi bantuan
diatas maka dilakukan wawancara
dengan penerima bantuan, baik hibah
maupun Bantuan Sosial, Bapak La
Mochdar penerima bantuan sosial
berupa barang (Perahu bagi nelayan
miskin) mengatakan:
”Kami menyampaikan laporan
Penggunaan Dana hibah
disertai bukti-bukti pengeluran
dana kepada bapak Gubernur
Papua Barat melalui Dinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Papua Barat.
Mencermati hasil wawancara
dari pihak pemerintah dan penerima
Bantuan sosial, maka disimpulkan
pertanggungjawaban dari pihak
penerima manfaat cukup transparan
dan akuntabel, dengan demikian maka
proses pengawasan sangatlah terbuka.
Prosedur yang idial dari proses
pertanggung jawaban inipun berjalan
dengan baik, artinya dari sisi aturan
sedikit kemungkinan terjadi
penyelewangan. walaupun tercermin
transparan tetapi pihak penerima
manfaat seperti yang sebelumnya telah
disebutkan, dalam hal penyampaian
laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan tidaklah patuhan
itu tercermin dengan keterlampatan
laporan melebihi batas waktu yang
ditentukan yakni bulan januari tahun
anggaran yang baru. Menurut hemat
penulis, kondisi ini tidak efektif dalam
hal memintakan laporan penggunaan
dana kepada penerima bantuan
dengan cara mendatangi penerima
bantuan yang tersebar di 12
Kabupaten dan 1 Kota. Seharusnya
hal ini tidak perlu terjadi, karena
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sudah sewajarnya penerima hibah
mempertanggungjawabkan bantuan
yang telah diterimanya tanpa diminta
terlebih dahulu. Artinya disini, upaya
meminta laporan dengan mendatangi
penerima hibah merupakan kegiatan
yang tidak pada tempatnya.
Tahapan Monitoring dan Evaluasi
Setiap pelaksanaan program perlu
adanya monitoring dan evalusi untuk
mengetahui seberapa besdar tingkap
pencapaian target dari program
tersebut dan manfaatnya bagi
masyrakata penerima manfaat,
monitoring dan evaluasi dilakukan
dengan memperhatikan efesiensi,
efektifitas dan ekonomis atau prinsip
3e dalam pengelolaan keuangan
daerah.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bendahara Bantuan BPKAD
dikatakan bahwa:
Monitoring dan Evaluasi ini
dilakukan oleh staf kami dan
selanjutnya hasilnya
diserahkan kepada Gubernur
dengan tembusan kepada
SKPD terkait yang mempunyai
tugas dan fungsi pengawasan.
Ditambahkan olehnya: kalau
hasil monitoring ternyata
ditemukan ketidak sesuaian
antara usulan dengan
pelaksanaannya, maka
penerima hibah akan
dikenakan sanksi sesuai
dengan perudang-undangan
yang berlaku….”
Menurut bapak Habel pegawai
BPKAD ”Berkaitan dengan Bantuan
Sosial, kami selalu melakukan
monitoring terhadap semua proyek
yang didanai oleh dana bantuan
sosial, hasilnya disampaikan kepada
Dinas Perikanan dan Kelautan.
Bapak La Mochdar Penerima bantuan
perahu bagi nelayan miskin
mengatakan: pegawai pemda
Provinsi melakukan kunjungan
ke saya, dalam hubungan
dengan bantuan yang
diberikan…”
Tahapan monitoring adalah
tahapan terakhir dari implementasi
kebijakan dana Hibah dan Bantuan
Sosial, berdasarakan wawancara
seperti yang telah disebutkan diatas
dilakukan terhadap semua proyek
tanpa terkecuali, baik itu berupa uang
maupun barang, tujuannya adalah
memastikan bahwa penggunaan
bantuan ini adalah tepat sasaran,
karena pada awal usulan Hibah dan
Bantuan Sosial ini sudak diferivikasi
dengan baik oleh SKPD terkait baru
direkomndasikan kepada Gubernur
lewat TAPD.
Berdasarakan hasil wawancara
tentang proses evaluasi, semuanya
berjalan sesuai dengan prosedur.
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil
dari penelitian ini adalah:
1. Semua proses berjalan
sebagaimana mestinya sesuai
dengan apa yang tertera pada
petunjuk pelaksanaannya, hal lain
perlu menjadi perhatian adalah
proses sosialisasi yang kurang
oleh pihak pemerintah daerah
khususnya Dinas Perikanan dan
kelautan.
2. Pertanggungjawaban dari
penerima manfaat cukup
transparan dan akuntabel, dengan
demikian maka proses
pengawasan sangatlah terbuka.
Prosedur yang idial dari proses
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pertanggung jawaban inipun
berjalan dengan baik, artinya dari
sisi aturan sedikit kemungkinan
terjadi penyelewangan. walaupun
tercermin transparan tetapi, dalam
hal penyampaian laporan
pertanggungjawaban penggunaan
bantuan tidaklah patuhan itu
tercermin dengan keterlampatan
laporan melebihi batas waktu
yang ditentukan yakni bulan
januari tahun anggaran yang baru.
Saran
Berdasarakan hasil penelitian dan
kesimpulan sebelumnya maka yang
menjadi saran dalam penelitian ini
adalah:
1. Dinas Perikanan dan Kelautan
Papua Barat harus sesering
mungkin melakukan sosialisasi
kepada masyarakat diseluruh
pelosok Provinsi Papua Barat,
sehingga masyarakat lebih
memahami akan fungsi dari dana
ini.
2. Sosialisasi dan pelatihan kepada
semua komponen yang terlibat
dalam program ini harus sebaik
mungkin dilaksanakan sehingga
prosedur kerja dapat dijalankan
dengan baik, sebab kalu tidak
demikian aka nada banyak
penyimpangan yang dilakukan.
3. Bantuan sosial merupakan salah
satu pos pengeluaran yang
dianggarankan oleh pemerintah
daerah setiap tahun yang
bersumber dari APBD atau
anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Untuk itu, disarankan
agar dalam pendistribusian
bantuan ini baik berupa hibah
dan bantuan sosial benar-benar
didasarkan pada ketentuan yang
berlaku dan standar prosedur
yang telah ditetapkan
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